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ABSTRAK 

 Partisipasi penyusunan anggaran diperkirakan dapat meningkatkan kinerja managerial. Hal 
ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa ketika tujuan atau standar yang dirancang secara 
partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang 
ditetapkan dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena 
mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran. Efektifitas anggaran partisipatif tidak 
hanya memerlukan keterlibatan para manager pada level yang lebih rendah, melainkan juga 
perlu adanya pendelegasian kepada   mereka , sehingga mereka mempunyai wewenang yang 
lebih besar untuk mempengaruhi penyusunan target anggaran yang menjadi pedoman penilaian 
kinerja mereka.  Para manager lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja managerial 
sesuai dengan anggaran, dimana mereka terlibat dalam proses penyusunannya dan menerima 
pendelegasian wewenang yang relatif lebih besar dalam hubungan keputusan yang berkaitan 
dengan anggaran.Partisipasi dan pendelegasian wewenang kepada para manager pada struktur 
desentralisasi kemungkinan   menyebabkan perasaan yang lebih nyaman dalam  melaksanakan   
kegiatan   yang  berkaitan dengan anggaran, sehingga mereka lebih dapat meningkatkan kinerja 
managerial dibandingkan dengan para manager pada struktur sentralisasi .  

Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, struktur organisasi dan kinerja managerial 
 

ABSTRACT 
Participation in the preparation budget is expected to improve managerial 

performance. It is based on the premise that when a goal or standard that is designed in a 
participatory manner approved, then the employees will internalize the goals or standards 
established and employees also have a sense of personal is responsibility to achieve it because 
they participate and engage in preparation of the budget. Effectiveness of the participation not 
only requires the involvement of managers at lower levels, but there needs to be delegated to 
them, so they have greater authority to influence the preparation of the budget targets that 
guide their performance appraisal. Managers are more motivated to improve managerial 
performance with the budget, where they are involved in the drafting process and accept the 
delegation of authority is relatively larger in relation to decision related to the budget. 
Participation and delegation of authority to managers in a decentralized structure possibility 
lead to a more comfortable feeling in carrying out activities related to budget so that they can 
improve managerial performance in comparison with the manager on a centralized structure. 
Key Words: participation  budgeting, organizational structure and managerial performance. 
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PENDAHULUAN 
Agar perusahaan dapat bertahan dan 

berkembang dalam  lingkungan bisnis yang 
berubah   secara cepat, manajemen harus 
memiliki alat untuk membantu mereka dalam  
merencanakan dan  mengalokasikan sumber daya 
yang terbatas. Salah satu alat yang dapat  
membantu  perencanaan, koordinasi, dan 
penilaian kinerja adalah anggaran  (Isti Rahayu, 
1997). Anggaran-anggaran dibuat oleh anggota 
organisasi untuk membimbing tindakan dan 
mengukur keberhasilan   mereka. Dengan 
demikian  anggaran tidak dapat hanya dianalisis 
melalui bidang akuntansi saja namun juga harus 
memperhatikan pertimbangan perilaku yang 
terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya   
artikel  perilaku    yang   dipublikasikan dalam   
jurnal akuntansi. Pengaruh anggaran terhadap 
perilaku manusia telah dianalisis secara khusus 
yang diambil dari penelitian  psikologi seperti 
cohesiveness, partisipasi, perubahan sikap, dan  
lain-lain. 

Fungsi anggaran, sebagai alat  pengendalian 
dalam  arti yang lebih luas, mencakup kegiatan 
pengaturan orang-orang dalam organisasi 
(Hanson 1966). 
Proses penyusunan anggaran, merupakan 
kegiatan yang penting dan kompleks, karena 
kemungkinan dampak fungsional atau 
disfungsional sikap dan perilaku anggota 
organisasi yang ditimbulkannya (Milani 1975). 
Untuk mencegah dampak disfungsional 
anggaran, Argyris (1952) menyarankan 
perlunya melibatkan manajemen pada level 
yang  lebih rendah dalam proses 
penyusunannya. Para bawahan yang merasa 
aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh 
pada proses penyusunan anggaran akan lebih 
mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi 
moral untuk meningkatkan kinerja, sesuai 
dengan yang ditargetkan dalam anggaran. 

Definisi dan Fungsi Anggaran 
Anggaran  adalah suatu pernyataan formal 

yang dibuat oleh  managemen   tentang rencana-
rencana  yang akan dilakukan pada  masa yang 
akan datang dalam   suatu  periode   tertentu, 

dimana rencana tersebut akan digunakan sebagai 
pedoman dalam  pelaksanaan selama  periode 
tersebut (Hanson, 1966). Merchant (1981) 
mengemukakan bahwa sistem penganggaran 
merupakan suatu  kombinasi dari arus informasi 
dengan prosedur dan proses administratif yang 
umumnya merupakan bagian  integral dari 
perencanaan  jangka   pendek  dan pengendalian 
dari suatu organisasi. Berdasarkan pernyataan 
tersebut dapat diungkapkan bahwa anggaran yang 
ada dalam sistem penganggaran senantiasa 
diharapkan dan diusahakan dilaksanakan oleh 
setiap perusahaan, mengingat manfaat yang 
akan diperoleh apabila sistem penganggaran 
dilakukan. 

Selanjutnya, Argyris (1952) juga 
menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang 
efektif adalah apabila tujuan dari anggaran 
tercapai   dan partisipasi dari bawahan 
memegang  peranan  penting dalam pencapaian 
tujuan tersebut. Kesimpulan yang dikemukakan 
Argyris (1952) bahwa kontribusi terbesar dari 
kegiatan penganggaran akan terjadi jika bawahan 
diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan 
penyusunan anggaran. Lebih lanjut Argyris 
(1955) dalam Riyadi (2000) mengemukakan 
bahwa bawahan harus diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang 
dibuat organisasinya, baik keputusan tersebut 
secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh kepada mereka. 

Berbagai fungsi anggaran  pada dasarnya  
merupakan  konsep anggaran   yang  lebih  luas 
sebagai alat pengendalian (Supomo, 1998). 
Pengendalian dalam anggaran mencakup 
pengarahan atau pengaturan orang-orang 
(direction of  people)   dalam  organisasi, 
(Hanson, 1966). Seperti yang dikemukakan oleh 
Supomo (1998) Pengendalian perusahaan 
diperlukan agar manajemen  mengetahui sejauh  
mana organisasinya  melaksanakan apa yang   telah 
ditetapkan di dalam perencanaan. Proses 
pengendalian  menyangkut tindakan, 
implementasi, kebijaksanaan, evaluasi 
pelaksanaan dan pengambilan  tindakan  koreksi 
pelaksanaan yang berada di bawah standar. 

Hansen dan Mowen ( 2000) 
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mengemukakan bahwa penggunaan anggaran 
untuk  melakukan   pengendalian, evaluasi  
kinerja, komunikasi dan  meningkatkan 
koordinasi menyiratkan bahwa penyusunan 
anggaran merupakan aktivitas manusia, 
sehingga banyak dimensi perilaku. Tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa proses penyusunan 
anggaran terjadi dalam  lingkungan manusia 
dan beberapa faktor yang berkaitan dengan 
sikap dan perilaku manusia (Murray, 1990). 
Kegiatan ini memotivasi manajer untuk 
mengembangkan arah bagi organisasi, 
meramalkan kesulitan, dan  mengembangkan 
kebijakan masa depan (Hansen dan Mowen 
2000). 

Proses penyusunan anggaran merupakan 
kegiatan yang penting dan kompleks, oleh 
karena itu menimbulkan kemungkinan dampak 
fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan 
perubahan anggota organisasi (Milani, 1975). 
Dampak fungsional atau disfungsional 
ditunjukkan dengan berfungsi atau tidaknya 
anggaran sebagai alat pengendalian yang baik 
untuk memotivasi para anggota organisasi dalam 
meningkatkan kinerja manajerialnya. Argyris 
(1952) yang melakukan studi lapangan terhadap 
proses penyusunan anggaran pada empat 
perusahaan manufaktur skala menengah, 
menemukan dampak disfungsional anggaran 
terhadap sikap dan perilaku. Anggaran yang 
terlalu menekan cenderung akan memantulkan 
sikap agresif pekerja (bawahan) terhadap 
manajemen (atasan) dan menyebakan 
inefisiensi. Hal tersebut dapat terjadi karena 
kemampuan anggaran yang disusun terlalu kaku 
(rigid) atau target yang ditetapkan dalam 
anggaran terlalu sulit untuk dicapai. Untuk 
mencegah dampak disfungsional antara 
anggaran tersebut, Argyris (1952) menyarankan 
perlunya melibatkan manajemen  level yang  
lebih  rendah dalam proses penyusunan 
anggaran.  

Argyris (1952) menyatakan bahwa 
bawahan harus diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang 
dibuat organisasinya, di mana keputusan  
tersebut berpengaruh secara langsung atau tidak 
langsung pada mereka (bawahan). 

Anthony dkk, (1992) mengemukakan   

empat  tujuan  pokok dari   penyusunan anggaran 
adalah sebagai berikut: 
1. Memperbaiki rencana strategis 
2. Mengkoordinasikan   aktifitas berbagai bagian 

organisasi. 
3. Menyerahkan   tanggung   jawab   kepada   

manajer,   memberikan   otorisasi    besarnya 
biaya yang boleh dikeluarkan, dan 
memberikan umpan balik kepada manajer 
atas kinerja mereka. 

4. Sebagai perjanjian dan  komitmen  yang  
merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja 
manajer sesungguhnya. 

Manfaat yang diperoleh dengan 
penyusunan anggaran adalah anggaran dapat  
meningkatkan  kualitas komunikasi antar sesama 
manajer dan antara manajer dengan atasannya. 
Pada  tahap  implementasi, anggaran dapat 
digunakan  sebagai alat untuk mengantisipasi dan 
mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang 
mungkin terjadi dari rencana yang telah 
ditetapkan.       . 

Selanjutnya, Argyris (1952) juga 
menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang 
efektif adalah apabila tujuan dari anggaran 
tercapai   dan partisipasi dari bawahan 
memegang  peranan  penting dalam pencapaian 
tujuan tersebut. Kesimpulan yang dikemukakan 
Argyris (1952) bahwa kontribusi terbesar dari 
kegiatan penganggaran akan terjadi jika bawahan 
diperbolehkan berpartisipasi dalam kegiatan 
penyusunan anggaran. Lebih lanjut Argyris 
(1955) dalam Riyadi (2000) mengemukakan 
bahwa bawahan harus diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang 
dibuat organisasinya, baik keputusan tersebut 
secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh kepada mereka. 

Partisipasi secara luas pada dasarnya 
merupakan proses organisasional, dimana para 
anggota organisasi terlibat dan mempunyai 
pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan 
yang    berkepentingan dengan mereka. 
Partisipasi dalam konteks  penyusunan anggaran 
merupakan proses dimana para individu, yang 
kinerjanya dievaluasi dan memperoleh 
penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, 
terlibat dan  mempunyai  pengaruh dalam 
penyusunan target anggaran (Brownell 1982a, 
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hal. 124). Seperti yang dikemukakan Milani 
(1975), bahwa tingkat keterlibatan  dan  
pengaruh bawahan terhadap pembuatan 
keputusan dalam proses penyusunan anggaran 
merupakan faktor utama yang membedakan 
antara partisipasi anggaran dengan anggaran 
non-partisipatif. Partisipasi manajer (sebagai 
bawahan) dalam penyusunan anggaran 
mengarah pada seberapa besar tingkat 
keterlibatan  manajer dalam  menyusun anggaran 
dan  melaksanakannya untuk mencapai target 
yang ada dalam anggaran pada setiap pusat 
pertanggungjawaban. Beberapa peneliti 
menyimpulkan  bahwa  partisipasi manajer 
dalam penentuan anggaran mendorong para 
manajer untuk mengidentifikasi tujuan atau 
target, menerima anggaran secara penuh dan 
melaksanakannya untuk mencapai target tersebut 
(Argyris, 1952; Hanson, 1966).  Isti Rahayu 
(1997) mengemukakan bahwa penyusunan 
anggaran pada dasarnya merupakan tugas 
teknik. Kata-kata seperti keuangan, jumlah dan 
estimasi akan terlintas dalam pikiran ketika 
seseorang membicarakan masalah anggaran. 
Akan tetapi perlu diingat bahwa dibalik seluruh 
image teknik tentang anggaran adalah aktivitas 
orang. Orang yang merancang tujuan dan 
sasaran dan dia pula yang bertanggung jawab 
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Perilaku orang secara individu atau 
kelompok akan berpengaruh terhadap proses 
penyusunan anggaran dan anggaran akan 
berpengaruh terhadap perilaku orang secara 
individu atau  kelompok.  

Partisipasi dalam penyusunan anggaran 
membuat para pelaksana anggaran lebih 
memahami masalah-masalah yang mungkin 
timbul  pada  saat pelaksanaan anggaran   
sehingga partisipasi dalam  penyusunan anggaran 
dapat meningkatkan efiisiensi. Dengan adanya 
partisipasi dalam penyusunan anggaran 
memungkinkan para pelaksana anggaran dapat 
berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain 
sehingga dengan mudah dapat meningkatkan 
kebijaksanaan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Dengan demikian partisipasi 
penyusunan anggaran dalam proses 
penyusunan anggaran merupakan pendekatan 
yang efektif untuk meningkatkan  motivasi 

manajer. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi 
cenderung untuk lebih aktif dalam memahami 
anggaran (Anthony dan Govindarajan, 1995) dan 
manajer akan memiliki pemahaman yang baik 
dalam menghadapi kesulitan pada saat 
pelaksanaan anggaran.. 

 

Partisipasi Anggaran dan Kinerja Managerial 
Kinerja managerial merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan efektivitas 
organisasi. Dimana kinerja managerial tersebut 
merupakan kinerja para anggota organisasi dalam 
kegiatan-kegiatan managerial, seperti : 
perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, 
pengaturan staff (staffing), negosiasi dan 
representasi (Mahoney, et al, 1963) dalam 
Supomo (1998).  

Partisipasi penyusunan anggaran 
umumnya diperkirakan dapat meningkatkan 
kinerja manajerial. Hal ini didasarkan pada 
pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar 
yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka 
karyawan akan menginternalisasi tujuan atau 
standar yang ditetapkan dan karyawan juga 
memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk 
mencapainya karena mereka ikut -serta terlibat 
dalam penyusunan. Intemalisasi tujuan 
organisasi oleh para manajer tersebut akan 
meningkatkan efektivitas organisasi karena 
konflik potensial antara tujuan individu dengan 
tujuan organisasi dapat dikurangi atau bahkan 
dihilangkan (Milani, 1975). Lebih lanjut Lowin 
dalam Isti Rahayu (1997) menyebutkan bahwa 
partisipasi akan membuat karyawan  merasa 
adanya peran  integral dalam pembuatan  
keputusan ,dengan demikian akan  meningkatkan 
sikap mereka terhadap pekerjaan dan 
menghasilkan inter nalisasi tujuan organisasi.  

.  
Partisipasi Anggaran, Struktur Organisasi 
Dan Kinerja Manajerial 

Struktur organisasi merupakan alat 
pengendalian organisasi yang menunjukan 
tingkat pendelegasian wewenang manajemen 
puncak dalam pembuatan keputusan kepada 
senior manajer dan manajer level menengah 
yang secara ekstrem dikelompokkan menjadi 
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dua: sentralisasi dan desentralisasi (Nadler dan 
Tushman, 1988) dalam Supomo (1998). 

Struktur organisasi menetapkan 
bagaimana tugas pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan dan dikoordinasikan secara 
formal yang mempengaruhi sikap dan perilaku 
karyawan (Robbins, 1996). Pada dasarnya 
organisasi perusahaan bukan merupakan 
organisasi demokratis, karena kekuasaan yang 
berada di tangan manajemen puncak tidak 
berasal dari manajer yang ada di bawahhya 
dan karyawan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). 
Manajemen  puncak tidak dipilih oleh karyawan, 
namun dipilih oleh rapat umum pemegang 
saham (sebagai lembaga yang menjadi 
forumnya para pemilik modal), dan oleh karena 
itu, wewenang berasal dari lembaga tersebut. 
Wewenang kemudian didistribusikan oleh 
manajemen  puncak kepada manajer-manajer 
yang berada di bawahnya melalui mekanisme 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang.  

Pelimpahan  wewenang adalah    
pemberian wewenang oleh manajer yang lebih 
atas  kepada manajer yang lebih rendah untuk 
melaksanakan  suatu  pekerjaan  dengan 
otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi 
wewenang  pada waktu wewenang   tersebut   
akan   dilaksanakan   (Mulyadi   dan   Setyawan,   
2000).  

Pelimpahan wewenang dalam organisasi 
berkaitan erat dengan Struktur organisasi. 
Sebagian  besar wewenang  pembuatan 
keputusan pada struktur organisasi yang 
tersentralisasi, dilakukan secara terpusat oleh 
manajemen puncak. Struktur desentralisasi, di 
pihak lain menunjukkan  adanya pendelegasian 
wewenang pembuatan keputusan dari 
manajemen   puncak  pada manajer   pada  
tingkat lebih rendah. Dengan demikian 
wewenang pembuatan keputusan yang dilakukan 
oleh    bawahan relatif lebih besar kepada 
struktur desentralisasi daripada struktur 
sentralisasi (Gul et all, 1995) dalam Supomo 
(1998). Menurut Waterhouse dan Tieesen (1978) 
struktur desentralisasi memberikan tanggung 
jawab yang lebih besar pada para manajer dalam 
kegiatan perencanaan dan pengendalian. 

Menurut Riyadi (2000) struktur 
organisasi yang disertai dengan tingkat 

pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, 
menunjukkan bahwa semua keputusan yang 
penting akan ditentukan pimpinan 
(manajemen) puncak, sementara manajemen 
pada tingkat menengah atau bawahannya 
hanya mempunyai sedikit wewenang di dalam 
pembuatan keputusan. Sedangkan tingkat 
pelimpahan wewenang desentralisasi yang 
tinggi maka akan memberikan gambaran yang 
sebaliknya, yaitu pimpinan puncak 
mendelegasikan  wewenang dan 
pertanggungjawaban pada bawahannya, dan 
bawahan tersebut diberi kekuasaan atau 
wewenang untuk membuat berbagai macam 
keputusan. Selanjutnya dikemukakan pula 
bahwa ciri-ciri organisasi dengan derajat 
desentralisasi yang tinggi menunjukkan bahwa 
unit-unit yang berada pada tingkat yang lebih 
rendah, lebih memiliki otonomi (seperti 
penentuan anggaran) daripada organisasi dengan 
derajat desentralisasi yang rendah 
(sentralsiasi). Dalam organisasi yang memiliki 
tingkat desentralisasi yang tinggi, bawahan 
diberi kekuasaan yang formal dalam  
melaksanakan kegiatan hariannya. Organisasi 
yang lebih  terdesentralisasi diharapkan akan  
lebih efektif dalam    partisipasi penyusunan 
anggaran, dan bawahan atau manajer yang berada 
dalam   kondisi organisasi seperti ini kinerjanya 
akan meningkat, begitu juga sebaliknya untuk 
pelimpahan wewenang yang bersifat 
sentralisasi. Dengan demikian wewenang 
pembuatan keputusan yang dilakukan oleh 
bawahan relatif lebih besar pada struktur 
desentralisasi daripada struktur sentralisasi. 
Dalam struktur desentralisasi, manajemen 
puncak memberikan  pelimpahan wewenang dan 
pertanggungjawaban  kepada   manajer bawahan 
untuk diberikan berbagai hal dalam 
pengambilan keputusan (Gul, et.all, 1995) dalam 
supomo(1998) 

Gordon dan Narayanan (1984) 
menyatakan bahwa perubahan lingkungan yang 
penuh dengan ketidakpastian menuntut para 
pengambil keputusan melakukan proses 
terhadap arus informasi, dan adanya beberapa 
variasi pengamatan di dalam karakteristik 
organisasional yang diupayakan oleh para 
pengambil  keputusan untuk menghadapi 
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berbagai tingkat   ketidakpastian secara 
strategis. Dan menurut Waterhouse dan 
Tiessen (1978) bahwa tingkat ketidakpastian  
yang  lebih tinggi dapat diantisipasi selain 
dengan sistem anggaran yang fleksibel, juga 
dengan    pelimpahan wewenang dalam 
organisasi. 

iProses penyusunan anggaran sebagai 
bagian dari kegiatan perencanaan dan 
pengendalian suatu organisasi seperti yang 
dikemukakan oleh Chenhall dan Morris 
(1986) dalam Supomo dan Indriantoro akan 
menghadapi masalah yang lebih komplek 
terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak 
menentu (uncertainty) Galbraith (1973) dalam 
Supomo (1998) mengemukakan pentingnya 
struktur desentralisasi untuk merespon 
ketidakpastian lingkungan karena struktur 
desentralisasi  lebih  memungkinkan bagi 
manajer pada tingkat yang lebih rendah untuk 
memperoleh informasi yang lebih luas 
dibandingkan pada struktur sentralisasi. 
Partisipasi lebih memungkinkan terjadinya 
pertukaran informasi antara atasan dengan  
bawahan sehingga dapat mengurangi 
ketidakpastian (Nadler dan Tusman, 1998) dalam 
Supomo. Para manajer organisasi dengan 
struktur desentralisasi  merasa  mempunyai  
pengaruh  yang lebih besar sama  halnya dengan 
pengaruh yang dirasakan dalam penyusunan 
anggaran  partisipatif  dan  merasa lebih 
nyaman dalam kegiatan dengan anggaran, 
dibandingkan dengan yang dirasakan oleh para 
manajer organisasi dengan struktur sentralisasi 
oleh karena itu dalam  kondisi  lingkungan yang 
tidak menentu anggaran  partisipatif  lebih efektif 
dibandingkan dengan anggaran non partisipatif 
(Bruns dan Waterhouse, 1975). Merchant (1981) 
yang menguji hubungan antara sentralisasi 
dengan desain sistem anggaran, menemukan 
bahwa desain sistem anggaran akan efektif 
dalam perusahaan yang terdesentralisasi dan  
keterlibatan anggota yang lebih rendah atau 
bawahan dalam penyusunan anggaran. Dengan 
demikian, kemampuan yang dimiliki 
perusahaan   untuk  menghubungkan sistem 
anggaran dengan pelimpahan wewenang dalam 
organisasi akan  menentukan kinerja manajerial 
(Riyanto, 1999). 

 PENUTUP 
 Partisipasi anggaran merupakan 
pendekatan managerial yang umumnya dinilai 
dapat meningkatkan efektifitas organisasional 
melalui peningkatan kinerja setiap anggota 
organisasi secara individual atau kinerja 
manegerial. 

Efektivitas anggaran partisipatif tidak 
hanya memerlukan keterlibatan para manager 
pada level yang rendah, melainkan juga perlu 
adanya pendelegasian wewenang kepada mereka, 
sehingga mereka mempunyai wewenang yang 
lebih besar untuk mempengaruhi penyusunan 
target anggaran yang menjadi pedoman penilaian 
kinerja mereka. Partisipasi penyusunan anggaran 
diperkirakan dapat meningkatkan kinerja 
managerial. Hal ini didasarkan pada suatu 
pemikiran bahwa ketika tujuan atau standar yang 
dirancang secara partisipatif disetujui, maka 
karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau 
standar yang ditetapkan dan karyawan juga 
memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk 
mencapainya karena mereka ikut serta terlibat 
dalam penyusunan anggaran  Para bawahan yang 
merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai 
pengaruh pada proses penyusunan anggaran akan 
lebih mempunyai tanggung jawab dan 
konsekuaensi moral untuk meningkatkan kinerja, 
sesuai dengan yang ditargetkan dalam anggaran  

Para manager lebih termotivasi untuk 
meningkatkan kinerja manajerial sesuai dengan 
anggaran, dimana mereka terlibat dalam proses 
penyusunannya dan menerima pendelegasian  
wewenang  yang relatif lebih besar dalam  
pembuatan keputusan yang berkaitan dengan 
anggaran. Partisipasi dan pendelegasian  
wewenang kepada  para  manajer pada struktur 
desentralisasi kemungkinan menyebabkan 
perasaan yang lebih nyaman dalam melaksanakan 
kegiatan yang berkaitan dengan anggaran 
sehingga mereka lebih dapat meningkatkan  
kinerja  managerial dibandingkan dengan  para 
manager pada struktur sentralisasi 
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